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Abstract 
This research is about the implementation of livestock control program policies in Sigi 
Regency, Central Sulawesi Province. This type of research is descriptive, with the number of 
informants as many as 7 people, whose determination uses the Purposive technique. In addition, in 
the data collection technique in this study through observation, interviews, and documentation. 
With the method of data analysis with three steps, data condensation, data display, and conclusion 
drawing and verification. Based on the results of the study using the Edward III theory, it was 
concluded that the livestock control program policy in Sigi District, Central Sulawesi Province had 
not been carried out optimally. This is caused by several aspects that are still not working well, 
such as in the aspect of communication which shows that the distribution of all information related 
to policies to the community is still considered to be running less optimally. In the aspect of 
resources, it is also not going well because the number of policy implementers is still minimal, with 
relatively minimal human resources, of course it is very difficult to accommodate all livestock 
control activities in a number of sub-districts in Sigi Regency. In addition, the condition of the 
resources in the form of supporting facilities for Livestock Control activities is still considered to 
be inadequate. But besides that also in the other two aspects namely disposition and bureaucratic 
structure has been running quite well, where the implementers of the policy have a high 
commitment in carrying out their duties, implementing policies which in this case are the Civil 
Service Police Unit of Sigi Regency guided by clear regulations namely Perda Number 1 of 2017 
concerning Animal Control, in the dissemination or distribution of responsibilities of this policy 
has also been running well and according to their respective duties and functions in implementing 
this policy. 





Menurut Kaloh dalam Rahardja 
(2009:48), tujuan dari pemberian otonomi 
kepada daerah untuk mengembangkan 
mekanisme demokrasi ditingkat daerah dalam 
bentuk menampung dan menyalurkan aspirasi 
rakyat. Pemerintah daerah akan terselenggara 
dengan baik apabila masyarakatnya yakin 
bahwa mereka bagian dari pemerintahan itu, 
dan kepentingan mereka dapat terjamin bagi 
kelanjutan masyarakat tersebut. Dengan 
pengembangan pembangunan daerah, 
diharapkan dapat menciptakan masyarakat 
yang adil, makmur dan sejahtera. Akan tetapi 
dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah 
daerah juga harus memperhatikan keteraturan 
dan ketertiban daerahnya agar tercipta kondisi 
yang nyaman bagi seluruh masyarakat. Untuk 
itu, hendaknya setiap peraturan daerah 
ditetapkan tidak saja dalam rangka 
penyelenggaraan otonomi daerah, tetapi juga 
dalam rangka penjabaran lebih lanjut dari 
peraturan perundang-undangan yang lebih 
tinggi. Suatu peraturan daerah tidak boleh 
bertentangan dengan kepentingan dan 
ketertiban umum. 
Ketertiban merupakan salah satu tujuan 
dibentuknya peraturan daerah dan ketertiban 
merupakan suatu suasana yang menjadi impian 
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di dalam kehidupan bermasyarakat, dan untuk 
mewujudkan itu semua tidaklah semudah 
membalikkan telapak tangan. Akan tetapi 
harus ada usaha yang terstruktur sistematis 
yang dilakukan oleh pemerintah khususnya 
Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi, melalui 
aparat terkait dan dibantu dengan dukungan 
masyarakat. 
Masyarakat Kabupaten Sigi dari segi 
kehidupan sosial ekonomi dalam kurun waktu 
yang cukup singkat telah mengalami kemajuan 
dan perubahan pesat. Namun pembangunan 
sosial apabila tidak diatasi dengan baik dapat 
mengganggu keamanan dan ketentraman 
warga di daerah ini. Hal ini dapat 
menyebabkan ketidakpuasan yang akan 
menurunkan kepercayaan kepada pemerintah 
daerah.  
Jika dilihat dari segi mata 
pencahariannya, sebgaimana mata pencaharian 
sebagian besar penduduk Indonesia yang 
bermata pencaharian di bidang pertanian dan 
peternakan begitu pula dengan penduduk 
Kabupaten Sigi. Namun terkadang di bidang 
peternakan bisa mendatangkan permasalahan 
yang mengganggu ketertiban umum. Ini 
karena sistem peternakan yang kadang tidak 
mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh 
pemerintah. Hal ini menjadi sorotan penting 
bagi pemerintah setempat untuk 
menanggulangi permasalahan ini. Melalui 
sistem otonomi daerah memberikan 
kewenangan penuh dari pemerintah pusat 
kepada pemerintah yang ada di daerah untuk 
mengurusi daerahnya masing-masing, maka 
dari itulah muncul berbagai aturan yang 
mengatur tentang berbagai macam 
permasalahan yang ada di daerah, yang kita 
kenal dengan Perturan Daerah, disini penulis 
memberikan contoh sesuai dengan 
permasalahan penelitian yang akan diangkat 
yakni Peraturan Daerah tentang ketertiban 
umum. 
Hewan ternak yang menjadi salah satu 
sumber penghidupan masyarakat di daerah 
akan berdampak baik dan positif apabila dalam 
pelaksanaannya dikelola secara teratur dan 
tertib. Akan tetapi menimbulkan persoalan 
kemasyarakatan ketika hewan ternak dilepas 
secara liar oleh pemilik atau orang yang diberi 
tugas memeliharanya. Persoalan dimaksud 
antara lain kerusakan pada tanaman pertanian, 
mengganggu nilai estetika dan kebersihan 
lingkungan serta sering kali berdampak pada 
kecelakaan bagi pengguna jalan umum. Untuk 
itu dalam rangka pelaksanaan Otonomi 
Daerah, maka pengaturan tentang 
pengendalian atau penertiban hewan ternak 
perlu dilakukan dalam Peraturan Daerah. 
Tepatnya pada tanggal 16 Agustus 2017 
Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi telah 
mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 1 
tahun 2017 tentang Penertiban Ternak. 
Peraturan ini berisikan kewajiban dan larangan 
yang dimaksudkan untuk meminimalisir 
persoalan yang ditimbulkan oleh hewan ternak 
yang dilepas oleh pemiliknya. Pada Pasal 2 
Perda ini menjelaskan tujuan dari penertiban 
ini ialah: 
a. Menjaga ketentraman dan ketertiban umum;  
b. Menjaga ketertiban arus lalu lintas di jalan 
umum guna mencegah terjadinya 
kecelakaan pengguna jalan; dan  
c. Menjaga kebersihan dan keindahan Daerah 
dari adanya ternak yang berkeliaran dan 
mengotori lingkungan Daerah”. 
Dilihat dari tujuannya, keberadaan Perda 
tersebut jelas untuk mewujudkan Kabupaten 
Sigi yang tertib, bersih dan indah, dengan 
melakukan penertiban hewan ternak yang 
dapat menganggu atau mempengaruhi aktivitas 
kehidupan masyarakat itu sendiri. Kebijakan 
ini menunjukkan upaya Pemerintah Daerah 
melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol 
PP) untuk mengambil langkah tegas dengan 
memberikan beberapa sanksi atas peternak 
yang membiarkan ternaknya yang berkeliaran 
bebas. Karena jika terus dibiarkan perihal 
ternak yang masih berkeliaran bebas maka 
daerah Kabupaten Sigi akan tampak terkesan 
tidak bersih akibat kotoran ternak yang berada 
di sembarang tempat. 
Namun dalam pelaksanaannya, sejauh 
ini dari pengamatan yang dilakukan 
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menunjukkan bahwa implementasi kebijakan 
tentang penertiban ternak pada wilayah 
Kabupaten Sigi dalam perjalanannya belum 
berjalan secara baik karena dari pengamatan 
peneliti melihat bahwa sejauh ini masih 
banyak hewan ternak seperti sapi dan kambing 
yang bebas berkeliaran tanpa ada upaya pihak 
Pol. PP Kabupaten Sigi selaku implementor 
kebijakan untuk menindak pelanggaran 
tersebut. Banyaknya ternak sapi yang 
berkeliaran dimana-mana termasuk berkeliaran 
bebas di jalan, pasar tradisional maupun 
masuk dalam areal pekarangan rumah 
penduduk dan perkantoran. Regulasi 
penerapan peraturan daerah tentang penertiban 
ternak masih lemah dalam 
pengimplementasiannya yang diakibatkan 
masih belum meratanya pelaksanaan 
sosialisasi kepada masyarakat, sehingga masih 
banyak masyarakat belum mengetahui secara 
secara detail terkait kebijakan ini. Selain itu, 
dari segi sumber daya masih kurangnya jumlah 
sumber daya manusia atau personel pelaksana 
untuk mengakomodir pelaksanaan kebijakan 
ini membuat kebijakan penertiban ternak ini 
sulit terlaksana sesuai harapan, ditambah lagi 
dengan masih kurangnya sarana pendukung 
pelaksanaan kebijakan seperti kendaraan 
pengangkut ternak hasil sitaan, sehingga 
banyak ternak yang disita justeru tidak 
langsung di bawa ke tempat penampungan 
yang berada di Kantor Satpol PP Kabupaten 
Sigi.  
Selain itu, dari data hasil wawancara 
yang dilakukan peneliti bersama salah seorang 
warga masyarakat Desa Bora Kecamatan Sigi 
Biromaru Kabupaten Sigi terkait implementasi 
kebijakan penertiban ternak ini ia mengatakan 
bahwa menurut pelaksanaan kebijakan 
penertiban ternak oleh pemerintah sejauh 
masih belum berjalan baik, soalnya masih 
banyak masyarakat yang membiarkan 
ternaknya berkeliaran begitu saja di tempat-
tempat umum seperti jalan, sekolah, dan 
bahkan pasar”. 
Argumentasi di atas perihal tentang 
penertiban ternak merupakan bagian dari 
persoalan yang mungkin kecil dari sebuah 
proses implementasi kebijakan. Namun, hal 
terkecil ini tidak boleh di abaikan karena akan 
menjadi kebiasan bagi masyarakat untuk 
membiarkan ternak mereka berkeliaran 
disembarang tempat. ternak yang berkeliaran 
bebas ini juga bisa merusak tanaman produksi 
petani. Bukan hanya menimbulkan kesan jorok 
akibat kotoran ternak tetapi juga merusak 
tanaman milik masyarakat di daerah tersebut. 
Fenomena ternak merusak tanaman 
masyarakat akan berdampaknya menimbulkan 
konflik antara petani dan peternak. Untuk 
menciptakan Kabupaten Sigi yang bersih dan 
tentram perlu usaha yang ekstra, selain upaya 
sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah 
Kabupaten Sigi, perlu juga adanya upaya 
penertiban agar implementasi Perda dapat 
berjalan baik. Meskipun sebagian orang 
berpendapat bahwa upaya penertiban bukanlah 
langkah yang baik yang diambil oleh 
Pemerintah Kabupaten itu sendiri. Tapi disisi 
lain pemerintah harus tegas 
mengimplementasikan suatu Perda sebab 
pemerintah dinilai banyak tenggang rasa 
sehingga masyarakat tidak menaati suatu perda 
langkah tegaspun diambil Pemerintah 
Kabupaten Sigi dalam hal penertiban hewan 
ternak yang berkeliaran di jalan raya untuk 
mengawasi ketertiban dan gangguan lalu lintas 
dan bagi kawasankawasan hijau, maka 
pengelolaan usaha ternak dan pemeliharaan 
ternak perlu diawasi melalui kebijakan 
pemerintahan yakni Peraturan Daerah (Perda) 
tentang penertiban hewan ternak sebagai 




Jenis penelitian yang dipakai oleh 
peneliti adalah jenis deskriptif kualitatif yang 
mempelajari masalah-masalah yang ada serta 
tata cara kerja yang berlaku. 
Informan yang bertindak sebagai sumber 
data dan informasi harus memenuhi syarat, 
yang akan menjadi informan narasumber 
dalam penelitian ini adalah sejumlah pihak 
114 Katalogis, Volume 7 Nomor 2 Juni 2019 hlm 111-118         ISSN: 2302-2019 
yang berhubungan dengan permasalahan yang 
diteliti. Informan pada penelitian ini 
ditentukan dengan teknik Purpossive. Menurut 
Sugiyono (2011:68), “Puposive adalah teknik 
penentuan sampel dengan pertimbangan 
tertentu”. Sehingga dengan demikian jumlah 
informan yang dilibatkan dalam penelitian ini 
ialah sebanyak 7 (tujuh) orang,  yang terdiri 
Satuan Polisi Pamong Praja selaku 
implementor, para aparat Desa/Lurah, dan 
masyarakat peternak/pengembala ternak. 
Adapun pertimbangan penentuan informan ini 
didasari oleh, pengetahuan dan keterkaitan 
mereka dengan obyek penelitian ini sehingga 
peneliti menetapkan para informan tersebut 
sebagai sumber data wawancara pada 
penelitian ini. 
Pada penelitian ini, data dianalisis 
dengan menggunakan beberapa langkah sesuai 
teori Miles, Huberman dan Saldana (2014) 
yaitu menganalisis data dengan tiga langkah: 
kondensasi data (data condensation), 
menyajikan data (data display), dan menarik 
simpulan atau verifikasi (conclusion drawing 
and verification). Kondensasi data merujuk 
pada proses pemilihan (selecting), 
pengerucutan (focusing), penyederhanaan 
(simplifiying), peringkasan (abstracting), dan 
transformasi data (transforming). 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Komunikasi Dalam Implementasi 
Kebijakan Pengendalian Ternak di 
Kabupaten Sigi 
Menurut Edward III dalam Zainal 
(2012:141), implementasi akan berjalan efektif 
apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan 
kebijakan dipahami oleh individu-individu 
yang bertanggungjawab dalam pencapaian 
tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan 
kebijakan dengan demikian perlu 
dikomunikasikan secara tepat dengan para 
pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari 
ukuran dasar dan tujuan perlu 
dikomunikasikan sehingga implementor 
mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan 
kebijakan itu.  
Komunikasi merupakan suatu hal yang 
sangat menentukan keberhasilan pencapaian 
tujuan dari implementasi kebijakan publik. 
Komunikasi sangat penting, karena suatu 
kebijakan hanya dapat dilaksanakan dengan 
baik apabila jelas bagi para pelaksana, dimana 
komunikasi diperlukan agar para pembuat 
keputusan dan para implementor akan semakin 
konsisten dalam melaksanakan setiap 
kebijakan yang akan diterapkan di masyarakat. 
Salah satu hal yang penting dalam 
implementasi sebuah kebijakan yaitu isi dari 
kebijakan itu sendiri. Sebab kebijakan dapat 
berjalan dengan efektif apabila 
pelaksanaannya memahami isi yang menjadi 
maksud dan tujuan dari kebijakan yang telah 
ditetapkan, dimana maksud dan tujuan itu 
dapat dilihat dalam isi kebijakan atau program 
yang dilaksanakan. Implementasi kebijakan 
dapat gagal karena masih samarnya isi atau 
tujuan kebijakan serta tidak jelasnya sasaran 
kebijakan itu sendiri. Berdasarkan hasil 
penelitian, diketahui bahwa meski  komunikasi 
antar pelaksana program sudah berjalan 
dengan baik, namun penyaluran segala 
informasi terkait program kepada kelompok 
sasaran yang dalam hal ini adalah masyarakat 
dinilai masih berjalan kurang maksimal, masih 
ada sebagian besar masyarakat belum 
mengetahui kebijakan ini, ini disebabkan 
karena kurangnya sosialisasi antara 
implementor dengan masyarakat. Sehingga 
dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
implementasi kebijakan pengendalian ternak di 
Kabupaten Sigi, dilihat dari aspek komunikasi 
masih berjalan kurang maksimal. 
 
Sumberdaya Dalam Implementasi 
Kebijakan Pengendalian Ternak di 
Kabupaten Sigi 
Selain komunikasi, faktor selanjutnya 
yang mempangaruhi pelaksanaan kebijakan 
pengendalian ternak di Sigi adalah faktor 
sumberdaya. Sumber daya memiliki peranan 
penting dalam implementasi kebijakan. 
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Edward III dalam Winarno (2009:184), 
mengemukakan bahwa sumber-sumber dapat 
merupakan faktor yang penting dalam 
melaksanakan kebijakan publik. Perintah-
perintah implementasi mungkin diteruskan 
secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika 
para pelaksana kekurangan sumber-sumber 
yang diperlukan untuk melaksanakan 
kebijakan, maka implementasi ini pun 
cenderung tidak efektif. 
Semantara kalau kita berbicara masalah 
sumberdaya, kita harus tahu komponen-
komponen apa yang terkait di dalamnya. 
Komponen sumberdaya itu meliputi jumlah 
personel atau staf pelaksana kebijakan, 
keahlian atau kompetensi dari para pelaksana, 
serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang 
dapat dipakai dalam pelaksanaan kebujakan 
seperti sarana prasarana penunjang. 
Sumber daya memiliki peranan penting 
dalam implementasi kebijakan bagaimanapun 
jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan 
dan aturan-aturan serta bagaimanapun 
akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan 
atau aturan aturan tersebut, jika para pelaksana 
kebijakan yang bertanggung jawab untuk 
melaksanakan kebijakan kurang mempunyai 
sumber-sumber daya untuk melaksanakan 
kebijakan secara efektif maka implementasi 
kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sebagai 
daerah otonom Kabupaten Sigi tentunya 
mempunyai sumber daya untuk 
mengimplementasikan kebijakan yang telah 
dibuat termasuk dalam mengimplementasikan 
Peraturan Daerah sebagai suatu produk hukum 
daerah Sumberdaya disini berkaitan dengan 
segala sumber yang dapat digunakan untuk 
mendukung keberhasilan implementasi 
kebijakan. 
Berdasarkan hasil penelitian, 
implementasi kebijakan pengendalian ternak di 
Kabupaten Sigi, dilihat dari aspek sumberdaya 
masih berjalan kurang maksimal. Hal ini 
disebabkan oleh dari faktor sumberdaya 
manusia, dimana saat ini jumlah aparatur 
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sigi 
hanya sebanyak 164 orang personel, yang 
mana dari jumlah tersebut bertindak sebagai 
petugas lapangan hanya sebanyak 93 orang 
personel saja. Dengan sumberdaya manusia 
yang terbilang minim tentunya sangat sulit 
untuk mengkomodir seluruh kegiatan 
Penertiban Ternak di sejumlah Kecamatan 
yang ada di Kabupaten Sigi. Selain itu juga 
kondisi sumberdaya berupa fasilitas 
pendukung kegiatan Penertiban Ternak dinilai 
masih kurang layak, dimana komponen 
fasilitas-fasilitas yang dipakai untuk 
melakukan kegiatan kebijakan pengendalian 
ternak yang terdiri atas kendaraan roda empat 
dan roda dua masih minim ditambah lagi 
dengan tidak adanya sebagian perangkat-
perangkat pendukung yang tersedia di dalam 
kendaraan operasional tersebut. 
 
Disposisi Dalam Implementasi Kebijakan 
Pengendalian Ternak di Kabupaten Sigi 
Selain faktor komunikasi dan 
sumberdaya, salah satu faktor yang 
mempengaruhi implementasi kebijakan adalah 
sikap implementor. Menurut Edward III dalam 
Winarno (2009:197), kecenderungan dari para 
pelaksana kebijakkan merupakan faktor ketiga 
yang mempunyai konsenkuensi-konsenkuensi 
penting bagi implementasi kebijakan yang 
efektif. Jika para pelaksana bersikap baik 
terhadap suatu kebijakan tertentu dan hal ini 
berarti adanya dukungan, kemungkinan besar 
mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana 
yang diinginkan oleh para pembuatan 
kebijakan. Demikian pula sebaliknya, bila 
tingkah laku atau perspektif-persepektif para 
pelaksana berbeda dengan para pembuat 
keputusan, maka proses pelaksanaan suatu 
kebijakan menjadi semakin sulit. 
Sikap Pelaksana menjadi variabel 
penting dalam implementasi Kebijakan. 
Seberapa demokrastis, antusias dan Responsif 
terhadap kelompok sasaran dan lingkungan 
beberapa yang dapat ditunjuk sebagai bagian 
dari sikap pelaksana ini (Subarsono, 2002:99). 
Dalam hal ini kecendurungan sikap maupun 
pemahaman yang dimiliki oleh implementor 
yang mempengaruhi pencapaian tujuan dari 
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implementasi kebijakan. Kecenderungan 
(disposisi) yaitu sikap, watak, kesadaran, dan 
komitmen dari para implementator untuk 
melaksanakan kebijakan dengan sebaik-
baiknya.  
Disposisi atau sikap dari pelaksana 
kebijakan adalah faktor yang penting dalam 
pendekatan mengenai pelaksanaan atau 
kebijakan publik. Jika pelaksana suatu 
kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana 
kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa 
yang akan dilakukan tetapi juga harus 
memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. 
Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari 
pelaksana kebijakan berperan penting untuk 
mewujudkan implementasi kebijakan yang 
sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter 
penting yang harus dimiliki oleh pelaksana 
kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen 
yang tinggi. 
Tingkat komitmen dan kejujuran dalam 
implementasi kebijakan pengendalian ternak 
adalah hal terpenting dari efek disposisi, 
karena dalam melaksanakan suatu kebijakan 
dapat berdampak pada keinginan dan kemauan 
untuk melaksanakan suatu kebijakan. 
Pemahaman dan pendalaman suatu kebijakan 
dan penerimaan aparatur bisa dilihat dari 
pengetahuan suatu kebijakan apakah 
menerima, menolak ataukah netral. Komitmen 
merupakan suatu keputusan yang harus 
dicapai, sikap ini yang harus dimiliki oleh 
pelaksana kebijakan karena dengan 
berkomitmen mereka dapat melaksanakan 
kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah 
ditetapkan tanpa menyelewengkan suatu 
pekerjaan apapun. 
Watak dan karakteristik atau sikap yang 
dimiliki oleh implementor seperti komitmen, 
kejujuran, sifat demokratis. Apabila 
implementor memiliki disposisi yang baik, 
maka dia akan dapat menjalankan kebijakan 
dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh 
pembuat kebijakan. Ketika implementor 
memiliki sifat atau perspektif yang berbeda 
dengan pembuat kebijakan, maka proses 
implementasi kebijakan juga menjadi tidak 
efektif. Sikap aparat pelaksana kebijakan 
dalam implementasi kebijakan pengendalian 
ternak di Kabupaten Sigi sudah baik. Meski 
dengan berbagai keterbatasan di dalam 
pelaksanaan kebijakan tersebut, para pelaksana 
kebijakan tersebut memiliki komitmen tinggi 
dalam melaksanakan tugas, para pelaksana 
kebijakan sangat mendukung dengan adanya 
pelaksanaan kebijakan pengendalian ternak 
bisa menimbulkan rasa kenyamanan dan 
keamanan masyarakat dalam beraktivitasnya. 
Sehingga dengan demikian berdasarkan hasil 
penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa 
implementasi kebijakan pengendalian ternak di 
Kabupaten Sigi ditinjau dari aspek disposisi/ 
sikap sudah berjalan dengan cukup baik. 
 
Struktur Birokrasi Dalam Implementasi 
Kebijakan Pengendalian Ternak di 
Kabupaten Sigi 
Menurut Edward III dalam Zainal 
(2012:143), Membahas badan pelaksana suatu 
kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur 
birokrasi. Struktur birokrasi adalah 
karakteristik, norma-norma, dan pola-pola 
hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam 
badan-badan eksekutif yang mempunyai 
hubungan baik potensial maupun nyata dengan 
apa yang mereka miliki dalam menjalankan 
kebijakan. 
Struktur organisasi-organisasi yang 
melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh 
penting pada implementasi. Jika terdapat suatu 
kelemahan dalam  struktur bitokrasi tersebut, 
implementasi kebijakan tidak akan berhasil. 
Pada dasarnya struktur birokrasi mencangkup 
aspek-aspek seperti pembagian kewenangan, 
hubungan antara unit-unit organisasi yang ada 
dalam organisasi yang bersangkutan dan 
hubungan organisasi dengan organisasi luar 
dan sebagainya.  Struktur birokrasi sebagai 
pelaksana kebijakan memiliki peranan penting 
dalam kebijakan pengendalian ternak ini. 
Salah satu aspek yang terpenting adalah 
adanya standar operasional prosedur (SOP) 
dan fragmentasi atau penyebaran tanggung 
jawab. 
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Berdasarkan hasil penelitian, dapat 
diketahui bahwa pelaksanaan kebijakan ini, 
pihak pelaksana kebijakan yang dalam hal ini 
ialah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 
Sigi berpedoman pada regulasi yang jelas 
yakni Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang 
Penertiban Ternak, dalam penyebaran atau 
pembagian tanggung jawab kebijakan ini juga 
sudah berjalan dengan baik dan sesuai tupoksi 
masing-masing dalam melaksanakan kebijakan 
pengendalian ternak ini. Sehingga peneliti 
dapat mengambil simpulan bahwa dari aspek 
struktur birokrasi, implementasi kebijakan 
Penertiban Ternak di Kabupaten Sigi Provinsi 
Sulawesi Tengah sudah berjalan dengan cukup 
baik. 
 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dengan 
menggunakan terori Edward III yang telah di 
bahas pada bab sebelumnya, sehingga 
disimpulkan bahwa kebijakan program 
pengendalian ternak di Kabupaten Sigi 
Provinsi Sulawesi Tengah masih belum 
terlaksana secara maksimal. Hal ini 
disebabkan oleh beberapa aspek yang masih 
berjalan kurang baik, seperti dalam aspek 
komunikasi yang menunjukkan penyaluran 
segala informasi terkait kebijakan kepada 
masyarakat dinilai masih berjalan kurang 
maksimal. Pada aspek sumberdaya juga 
berjalan kurang baik karena jumlah aparatur 
pelaksana kebijakan masih minim, dengan 
sumberdaya manusia yang terbilang minim 
tentunya sangat sulit untuk mengkomodir 
seluruh kegiatan Penertiban Ternak di 
sejumlah Kecamatan yang ada di Kabupaten 
Sigi. Selain itu juga kondisi sumberdaya 
berupa fasilitas pendukung kegiatan 
Penertiban Ternak dinilai masih kurang layak.  
Namun disamping itu pula, pada dua 
aspek lainnya yakni disposisi dan struktur 
birokrasi sudah berjalan cukup baik, dimana 
para pelaksana kebijakan tersebut memiliki 
komitmen tinggi dalam melaksanakan tugas, 
pelaksana kebijakan yang dalam hal ini ialah 
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sigi 
berpedoman pada regulasi yang jelas yakni 
Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penertiban 
Ternak, dalam penyebaran atau pembagian 
tanggung jawab kebijakan ini juga sudah 
berjalan dengan baik dan sesuai tupoksi 




Berdasarkan hasil penelitian dan 
kesimpulan, maka saran peneliti terkait 
implementasi kebijakan program pengendalian 
ternak di Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi 
Tengah ialah sebagai berikut: 
1. Saran Akademik 
Peneliti mengharapkan agar penelitian ini 
dapat berguna bagi mahasiswa yang 
melakukan penelitian serupa atau 
melakukan penelitian lanjutan atas topik 
yang sama. Peneliti berharap agar topik ini 
dan pembahasan yang telah dipaparkan 
dapat menimbulkan rasa keingintahuan 
untuk mengadakan penelitian lanjutan, 
dengan cara mengadakan wawancara atau 
penyebaran kuesioner yang lebih luas guna 
mendapatkan hasil yang kebih maksimal. 
2. Saran Non Akademik 
a. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 
Sigi harus lebih mensosialisasikan akan 
maksud dan tujuan dari kebijakan 
program kebijakan pengendalian ternak 
di wilayahnya agar terjadi komunikasi 
yang efektif antara pihak pelaksana 
dengan masyarakat peternak di wilayah 
tersebut. 
b. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 
Sigi sebaiknya harus tanggap di dalam 
mengahadapi segala macam 
permasalahan yang dihadapi dalam 
pelaksanaan dari kebijkan pengendalian 
ternak di wilayah kerjanya, seperti 
melakukan upaya meningkatan jumlah 
personel lapangan, dan peningkatan 
jumlah fasilitas pendukung pelaksanaan 
kebijakan, seperti penambahan sarana 
118 Katalogis, Volume 7 Nomor 2 Juni 2019 hlm 111-118         ISSN: 2302-2019 
kendaraan berupa truk pengangkut 





Afan, Gaffar. 2009. Politik Indonesia: Transisi 
Menuju Demokrasi. Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar. 
Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan 
Publik. Alfabeta. Bandung. 
Islamy, Irfan M. 2009. Prinsip-Prinsip 
Perumusan Kebijakan Negara. Cetakan 
ke-15. Jakarta: Bumi Aksara. 
Marzali, Amri. 2012. Antropologi Dan 
Kebijakan Publik. Jakarta: Kencana 
Prenada Media. 
Miles, M.B, Huberman,A.M, dan Saldana, J. 
2014. Qualitative Data Analysis, A 
Methods Sourcebook, Edition 3. USA: 
Sage Publications. Terjemahan Tjetjep 
Rohindi Rohidi. Jakarta: UI-Press. 
Nugroho, Riant. 2008. Public Policy. Jakarta: 
PT. Elex Media Komputindo. 
Rahardja. 2009. Pembangunan Di Era 
Otonomi Daerah. Alfabeta. Bandung. 
Subarsono. 2011. Analisis Kebijakan Publik 
Konsep, Teori dan Aplikasi. 
Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 
Sugiyono. 2011. Metode Penelitian 
Kuantitatif, kualitatif dan R & D. 
Bandung: Alfabeta. 
Syafiie Inu. 2006. Ilmu Administrasi Publik. 
Jakarta: Rineka Cipta. 
Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. Implementasi 
Kebijakan Publik. Yogyakarta: 
Lukman  Offset YPAPI. 
Winarno, Budi. 2007. Teori dan Proses 
kebijakan Publik. Yogyakarta: Media 
Pressindo. 
--------------------. 2009. Kebijakan Publik: 
Teori dan Proses kebijakan Publik. 
Yogyakarta: Media Pressindo. 
